
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2QL4

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (U Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah

{lrmbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2AA4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441

dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan

Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)

bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pertanggungiawaban Pelaksan aan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran

2013;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumateta Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

11O3);

Mengingat : 1.

b.



2.

3.

4.

5.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286|;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aaool;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8a4l;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38l;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7I2);

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45761 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2O1O

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLA Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
515s);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20,06 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6ra\

l l.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6931;

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2OLO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2OO7 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

65 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungj awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

l6.Peratrrran Daerah Nomor 1 Tahun 2O1O tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera lJtara Tahun 2A1A Nomor 1., Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

l7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2A12 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2Ol3 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 201,2 Nomor 4);

lS.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

utara Tahun Anggaran 2OI3 (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera LJtaraTahun 2OI3 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN
20t3.
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Pasal 1

(1) Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2).Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2}rc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah...... .Rp. 7.397.986.773.339'07

b. Belanja Daerah ........Rp.7 -26A,.a68-252-6F3"9O

Surplus.. ........Rp. 137.518.520.685,17

c. Pembiayaan Daerah

- Penerimaan Daerah.... ......Rp. 14.1A7.54t.506,62

- Pengeluaran Daerah. .......8p. 1O0.2OO.00O.O00.O0

Pembiayaan Netto. .....Rp. (56.A92.458.493'38)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA).. ....'...Rp. 51-426.062.19I,79

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. ( 1.7 L3.I46.692.312,93) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 9.111.133.465.652,00

2. Realisasi .-..Rp. 7 -397.956'773'339'07

Selisih kurang.. .Rp.{l .713.146.692'312,931
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (1.764.949.436.344,1O) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah

perubahan............ ......Rp. 9.025.417.688.998,00

2. Realisasi .......Rp.7.26O.468.252.653.9O

Selisih kurang... .......Rp.(l .764.949.436.344,LO\

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah
Rp. 51 .8O2.744.031,17 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran surplus setelah

perubahan .........Rp. 85.715.776.654,00

2. Realisasi .......Rp. 137.518.520.685.17

Selisih lebih. ......Rp. 51,8O2.744.O31,LT

d.Selisih angga-ran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (620.O49.540,38) dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan ......Rp. L4.727.59t.A47,OO

2. Realisasi......... .......Rp. 14.1O7.541.506.62

Selisih kurang ... Rp. (620.A49.540,38)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp.(2a3.367.7O1,00) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan...... .....Rp. 100.443.367.7OI,OO

2. Realisasi........, Rp. 1OO.2O0.OOO.OOO.OO

Selisih kurang... ..........Rp. (243.367.701,O0)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiavaan neto
Rp. (376.681.839,38) dengan rincian sebagai berikut
1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan ................... Rp. (85.7 15.776.654,00)

2. Realisasi pembiayaan neto ........Rp. (86.092.a58.a93.38)

Selisih kurang... .......... Rp. {376.681.839,38)

sejumlah
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Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b per 31

Desember Tahun 2Ol3 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset.. ....Rp.14.583.98I.924.092,70

b. Jumlah Kew4jiban..... ... Rp. 2.291.569.817.963,18

c. Jumlah Ekuitas Dana.. Rp.12.292.412.106.129,60

Pasa] 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
Tahun 2073 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal

per 1 Januari 2013.. Rp. 276.443.615,62

b. Arus Kas dari aktivitas operasi... Rp. 898.240.939.422,I7

c. Arus Kas dari aktivitas investasi

aset non keuangan ..".........Rp. (760.722.418.737,OOI'

d. Arus Kas dari aktivitas

pembiayaan....... ....Rp. (100.200.000.000,00)

e. Arus Kas dari aktivitas

non anggaran.. ...........Rp. 7.630.783.817,OO

f. Saldo Kas Akhir

per 31 Desember 2O13..... ... Rp. 45.225.748.I17,79

Pasal 6
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf d Tahun Anggaran 2A73 memuat informasi baik
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan
Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran



Lampiran I.1

Lampiran I.2

Lampiran I.3

Lampiran I.4

Lampiran I.5

Lampiran I.6
Lampiran 1.7

Lampiran I.8

Lampiran I.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11
Lampiran I.12

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
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Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah, menurut urusan Pemerintahan
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan Pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuang€rn negara;
Daftar jumlah pegawai per golongan per
jabatan ;

Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya (DPA-L) ;

Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjaman dan obligasi daerah.
Neraca
Laporan arus kas
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8
Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (21 terdin dan:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Agustus 2OI4
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2OT4 NOMOR 7

Aslinya
UM,

Pembina Utama-lvfuda (IV/ c)
NrP.19590227 198003 I OO4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: t7 l20l4l



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2OI4

TENTANG

PERTANGGUN GJAWABAN PELAK SANAAN AN GGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2013 adalah
sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Huruf f

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

: Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2O13 terdiri dari :

- Kas yang berada di Bendahara

Umum Daerah {BUD) Rp. 45.225.748-L17,79

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014

NOMOR 24


